KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  : 023/P/1974

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG MUTASI KEPEGAWAIAN MENGENAI
GURU SEKOLAH DASAR NEGERI YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT YANG DIPERBANTUKAN PADA DAERAH OTONOM

MENTERIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang
: a.   bahwa antara lain berdasarkan Peraturan Pemerintah No mor 65 Tahun 1951 telah ditetapkan Peraturan tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi / Daerah Otonom ;

b. Bahwa Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Bersama tanggal 12 Maret 1951 Nomor 8856/Kal     telah  






             Des.69/2/30         menetapkan cara-cara pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tersebut;

c. Bahwa sebagai salah satu pelaksanaan dari Keputusan Bersama tersebut di atas, maka di bidang Kepegawaian, secara berangsur-angsur telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan terakhir tanggal 26 Maret 1963 Nomor 8583/C.I.;           
d. Bahwa dalam rangka usaha menertibkan administrasi Guru Sekolah Dasar Negeri yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tanggal 20Maret 1963 Nomor 8583/C.I.

Mengingat
: 1.  Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1952, tentang Hak Pengangkatan danpemberhentian Pegawai Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 78) ; 

2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1961, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 1961 Nomor 26) ;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Pegawai dan Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 142) ;

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyarahan Sebagian daripada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Nomor 110 Tahun 1951) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967, tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 24) ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/M Tahun 1974.

Mendengar 
: Pertimbangan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Ne gara selaku Ketua Team Penertiban Administrasi Guru Negeri tanggal 3 November 1973.

MEMUTUSKAN
Mencabut
: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBU DAYAAN TANGGAL 26 MARET 1963 NOMOR 8583/C.I.

Menetapkan
: PENDELEGASIAN WEWENANG MUTASI KEPEGAWAIAN TERTENTU KEPADA BUBERNUR KEPALA DAERAH MENGENAI GURU SEKOLAH DASAR NEGERI YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT YANG DIPERBANTUKAN PADA DAERAH OTONOM.
Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang Diperbantukan pada Daerah Otonom, adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang Diperbantukan pada Daerah Otonom  dan gajinya dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui Subsidi Daerah Otonom yang terdiri dari Guru Sekolah Dasar Negeri termasuk Penjaga Sekolah (Pesuruh).
b. Mutasi Kepegawaian adalah perubahan status, kedudukan, tugas dan hak Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang –undanganyang berlaku.
Pasal 2

Kepada Gubernur Kepala Daerah diberi wewenang untuk menetapkan dengan SuratKeputusan mutasi kepegawaian bagi para guru Sekolah Dasar Negeri dan penjaga sekolah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pusatyang Diperbantukan pada Daerah Otonom :

a. yang digaji menurut golongan/ruang II/c ke bawah PGPS 1968, tentang pengangkatan Colon Pegawai menjadi Pegawai Negeri, kenaikan pangkat, penyesuaian ijazahdan pemberhentian asas permohonan sendiri ;

b. yang digaji menurut semua golongan/ruang PGPS1968, tentang peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, istirahat libur,istirahat skit, istirahat hamil, istirahat karena alasan penting, pemindahan dalam lingkungan propinsi, pengangkatan/pemberhentian sebagai Kepala Sekolah DasarNegeri,pemberian uang muka pensiun kenaikan gaji istimewa, dan pemberhentian untuk sementara waktu (sehorsing).

Pasal 3

(1). Pengangkatan Calon Pegawai menjadiPegawai Negeri, kenaikanpangkat,penyesuian ijaza,dan pemberhentian bagi guru Sekolah Dasar Negeri Sipil Pusat yang Diperbantukan pada Daerah Otonom yang digaji menurut golongan ruang II/d ke atas PGPS 1968 adalah menjadi wewenang Menteri Pendidikan dankebudayaan.
(2). Untuk mempercepat pelaksanaan maka Keputusan tentang mutasi Kepegawaian yang dimaksud dayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Menteri Pendidikan dan kebudayaan setelah mendapat persetujuanlebih dahulu dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal  4
Mutasi Kepegawaian bagi guru Sekolah Dasar Negeri dan penjaga sekolah yang berasal dariPn Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom untuksemua golongan ruang PGPS1968 yang tetapmenjadi wewenang Menteri Pendidikan dan kebudayaan adalah :

a. Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri ;

b. Istirahat besar dan bebas dari tugas menjelang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai ;

c. Pemberianpensiun ;

d. Perpindahan antar Propinsi ;

e. Pengangkatan guru baru sebagai Pegawai Negeri Sipil Pusat Diperbantukan ;

f. Cuti di luar tanggungan negara .

Pasal  5

Pelaksanaan Keputusan ini dimaksudd pasal 2 danpasal 3 Keputusan ini, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku  .

Pasal   6

Pelaksanaan teknis dari Keputusan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal  7

Pada saat berlakunya Keputusan ini, segala ketentuan yang terdahulu yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal  8

Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Januari 1974

MENTERIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ttd.

SJARIF THAJEB

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara ;

2. Sekretariat Kabinet ;

3. Semua Menteri Negara;

4. Semua Menteri ;

5. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K ;
6. Inspektur Jenderal Departemen P dan K ;

7. Ketua B.P.P pada Departemen P dan K ;

8. Semua Dirjen,dalam lingkungan Departemen P dan K ;

9. Semua Sekretaris Ditjen dalam lingkungan Departemen P dan K ;

10. Semua Direktorat, Biro, Lembaga, Inspektorat dan PN dalam lingkungan Departemen P dan K ;

11. Semua Kepala Perwakilan Departemen P dan K ;

12. Semua Koordinator Perguruan Tinggi ;

13. Semua universitas/Institut/Akademi/Sekolah Tinghgi ;

14. Badan pemeriksaKeuangan ;

15. Ditjern anggaran ;

16. Ditjen Pajak ;

17. Dit PerbendaharaanNegara dan tatalakasana Anggaran ;

18. Semua Kantor Bendahara Negara ;

19. BAPPNAS ;

20. Lembaga Administrasi Negara ;

21. L.I.P.I ;

22. Biro Pusat statistik ;

23. Sebua Gubernur Kepala Daerah ;

24. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;

25. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Salinan sesuai aslinya
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Kepala Biro hukun Departemen P dan K

Salinan sesuaidengan aslinya

Sub Bag Organisasi dan Penerangan

Perwakilan Departemen Pendidikan dan kebudayaan

Kepala Ur. Organisasi dan Hukum
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